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WALIKOTA .ONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 68.1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa dalam rangka untuk  menyesuaikan
perubahan-perubahan pada rencana kerangka
ekonomi daerah, perubahan pada kebijakan
keuangan daerah dan beberapa perubahan pada
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka
perlu disusun perubahan atas lampiran Peraturan
Walikota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak
Tahun 2013;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagaimana dimaksud huruf a di atas, merupakan
dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman
Penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Pereturan Walikota tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun
2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Pontianak Tahun 2013;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukun Daerah;
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11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 9 Seri E Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10
Seri D Nomor 1) sebagaimana telah dirubah beberapa
kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kota Pontianak Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 5 Seri E Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR
55 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2013

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun
2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita
Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf
b diganti dengan angka, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Badan

Perencana Pembangunan daerah adalah  Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.

5. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah

Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.



-4 -
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 diubah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

Peraturan Walikota ini.
PASAL 1II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Oktober 2013

WALIKOTA PONTIANAK,
TTD

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD
MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR 68.1



